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BUPATI YALIMO

PROVINSI PAPUA PENGUNUNGAN
KEPUTUSAN BUPATI YALIMO

NOMOR: 188.45/ 29 /HKM/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( LPPD ) KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2021

BUPATI YALIMO,

	Menimbang
	:
	a. bahwa     untuk     menjamin     kelancaran     pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Yalimo Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim penyusun LPPD Kabupaten Yalimo Tahun 2021 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanya;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yalimo

	Mengingat


	:
	1. Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     1969     tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan           Peraturan           Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

10. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rep​ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13   Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14 Peraturan Menterí Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 157);
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16 Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kekuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2011 Nomor 5);
17 Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2022 Nomor 2);

	M E M U T U S K A N :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk    tim    penyusunan         laporan    penyelenggaraan
pemerintah daerah Kabupaten Yalimo tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

	KEDUA
	:
	Tim penyusun sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU,
mempunyai tugas :

a. Menghimpun Materi Penyusunan LPPD Kabupaten Yalimo tahun 2021 dengan berkoordinasi semua OPD;
b. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Kabupaten Yalimo tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan yang ada,
c. Ketua Tim melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Yalimo.

	KETIGA
	:
	Segala  biaya yang  diperlukan   sebagai  akibat  ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2022.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan  dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2022.

	
	
	


Ditetapkan di Elelim
Pada tanggal          April 2022

BUPATI YALIMO,

NAHOR NEKWEK
